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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 

tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam 

PP ini, pemerintah mengubah pasal 100 menjadi sebagai berikut : 1. 

Belanja Desa yang ditetapkna dalam APBDesa digunakan dengan 

ketentuan : a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa untuk 

mendanai  : 1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja 

operasional pemerintahan Desa, dan intensif Rukun Tetangga dan Rukun 

Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan Desa; 3. Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat Desa. b. Paling 

banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1. 

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan 

Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan 

Permusyawaratan Desa, 2. Penghasilan belanja Desa sebagaimana 

dimaksud diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah 

bengkok atau sebutan lain.(PP RI, 2019) 

Balai Desa merupakan suatu tempat instansi pemerintah, dimana 

Kepala Desa, perangkat dan masyarakat melakukan administrasi pedesaan. 

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintahan memandang perlu 

memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekertaris Desa 

(Sekdes) dan perangkat Desa lainnya. 

Dalam melaksanakan operasional di BalaiDesa perlu memberikan 

penghargaan kepada perangkat Desa teladan. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan semangat perangkat Desa dalam melaksanakan tugas. 

Dalam pemilihan perangkat Desa teladan akan mengalami kesulitan karena 

proses yang kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem 

pendukung keputusandalammenentukanperangkat Desa teladan dengan 
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kriteria kedisiplinan, kerjasama, pendidikan dan usia. Metode 

yangdigunakan yaitu SAW(Simple Additive Weighting). Sistem ini 

dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

databaseMySQL. 

1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibuat 

beberapa rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana cara merancang sistem pendukung keputusan dalam 

menentukan perangkat Desa teladan pada BalaiDesaPuyoh 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem pendukung 

keputusan dalam menentukan perangkat Desa teladan pada 

BalaiDesaPuyoh menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW)? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulisan skripsi ini agar lebih berfokusdan terarah maka akan 

diberikan batasan terhadap sistem pendukung keputusan dalam 

menentukan pengajar yang berprestasi yang akan dibahas, antara lain : 

1. Aplikasi sistem pendukung keputusan hanya menggunakan 

metode Simple Additive Weighting.  

2. Aplikasi sistem pendukung keputusan hanya berupa sistem 

pendukung keputusan saja dan tidak mencangkup sistem 

lainnya. 

3. Sistem pendukung keputusan dalam menentukan perangkat desa 

teladan hanya dapat diakses oleh Kepala Desa. 
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1.4 Tujuan 

1. Merancang sistem pendukung keputusan dalam menentukan perangkat 

Desa teladan pada Balai Desa Puyoh menggunakan metode (SAW). 

2. Membangun sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

perangkat Desa teladan pada BalaiDesaPuyoh menggunakan metode 

Simple Additive Weighting(SAW).  

1.5 Manfaat 

Dalam penyusunan skripsiini, diharapkan ada manfaat yang dapatdiambil 

antara lain : 

1. Membantu mengambil keputusan dalam menentukan perangkat Desa 

teladan di BalaiDesaPuyohKecamatanDaweKabupatenKudus. 

2. Membantu dalam melihat profil perangkat Desa teladan yang ada di 

BalaiDesaPuyohKecamatanDaweKabupatenKudus. 
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HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN 


